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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari
Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja ini
.memuat Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka
satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan..

Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk
mencapai kerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi
Kepala Daerah dan Organisasi.

Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas
operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara

sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kerja tahun 2026 ini.

Penajam, 10 Septem%r 2025
Kepala DPMD ?

Tita De ayati, Sos. MM
NIP. 19690404 198903 2 009




1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun
rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan
tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan
jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.
Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap
SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan
berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD
dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara
tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Dalam proses
penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan
pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan
secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada
tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2026. Renja SKPD
merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu)
tahun guna mengoperasionalkkan RKPD yang disertai dengan upaya
mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang

sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



1.2.

Dasar Hukum
Dasar Hukum Rencana Kinerja Tahunan SKPD Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam
Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4182);

2. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4286);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang — Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang —
Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6898);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);



15.

16.

il

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 6909);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 — 2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam

Pembangunan Nasional;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau — Pulau Kecil Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2021 — 2041 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2021 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 - 2042

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 — 2045 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara
tahun 2011 — 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun
2014 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2024 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara



24.

25.

26.

27,

28.

29.

30.

Tahun 2025 — 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun
2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kode Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 — 2029;



31.

32.

33.

34.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Nomor 11);

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 11);

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian
Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser

Utara.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

Hubungan: RENJA DPMD harus mengacu pada RPJMD kabupaten/kota.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah

selama 5 tahun.

RENJA menyusun program/kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian sasaran
RPJMD.

2. RENSTRA (Rencana Strategis) DPMD

Hubungan: RENJA adalah penjabaran tahunan dari RENSTRA.

RENSTRA DPMD disusun untuk periode 5 tahun, sesuai dengan RPJMD.

RENJA berisi rencana operasional tahunan untuk mencapai target kinerja dalam
RENSTRA.

3. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)



« Hubungan: RENJA DPMD menjadi masukan utama dalam penyusunan RKPD.

+ RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan

daerah secara keseluruhan.
« RKPD menyinergikan semua RENJA perangkat daerah.
4. KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara)

« Hubungan: RENJA menjadi dasar penyusunan usulan anggaran DPMD dalam KUA-
PPAS.

» Program dan kegiatan dalam RENJA akan dianggarkan berdasarkan plafon yang
ditetapkan dalam KUA-PPAS.

5. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah)

« Hubungan: RENJA dijabarkan lebih teknis dalam bentuk RKA-SKPD.

« RKA memuat rincian biaya, output, dan indikator kegiatan berdasarkan RENJA.
6. DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)

« Hubungan: DPA merupakan dokumen legal pelaksanaan anggaran yang bersumber
dari RKA dan RENJA.

« DPA menjadi acuan pelaksanaan fisik dan keuangan DPMD.
7. LAKIP / Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
« Hubungan: Evaluasi atas pelaksanaan RENJA menjadi bagian dari LAKIP.

« Capaian kinerja dalam RENJA menjadi dasar penyusunan laporan akuntabilitas.

14 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 adalah untuk memberikan arah
dan pedoman dalam menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan
kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Sedangkan tujuannya adalah :



1. Bebagai acuan DPMD dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Penajam
Paser Utara tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.

3. Sebagai instrument untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan
kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam
Paser Utara selama tahun 2026.

1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
BAB| : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3.Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Penulisan

BABIl : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMD
2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD
2.4. Reviw Terhadap Rencana Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB Il : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMD

3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP




2.1.

BAB I
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun Lalu dan Capaian Rentra DPMD

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Penajam Paser Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana
Strategis DPMD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan—kegiatan atau program
yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
Kabupaten Penajam Paser Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan
dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh
DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara selama tahun 2025. Hasil evaluasi capaian
kinerja program dan kegiatan tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Dari table tersebut, terlihat bahwa hamper semua program dan kegiatan
terealisasi seratus persen, akan tetapi ada beberapa kegiatan yang capaiannya
dibawah seratus persen bahkan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana hal ini
disebabkan :

- Efisiensi anggaran sehingga anggaran yang dialokasikan diserap
berdasarkan kebutuhan riil kegiatan.

- Terlambatnya penyerapan anggaran berdampak terhadap realisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan program/kegiatan dan
pembinaan SDM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus
diupayakan lebih ditingkatkan sehingga target kinerja, rencana kerja tahun berikutnya

dapat tercapai secara optimal.



Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator
kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku
dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan
besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan
sebagaimana terlihat pada tabel di berikut ini :

Indikator Kinerja SKPD

Target
2026

Program/Kegiatan/Sub.kegiatan Indikator Satuan

Program penunjang Urusan Pemerintahan | indek Kepuasan Masyarakat (

Daerah Kabupaten Kota IKM) Persentase 90

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Jumlah Dokumen Perencanaan

Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan dan Evaluasi | Dokomen 3
Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan | pokomen 2

Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja | |555r3n 10
Perangkat Darah
Jumlah ASN yang Mendapatkan

Administrasi Keungan Perangkat Daerah Layanan Administrasi Tepat Orang 23
waktu

Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Orang/ 23
Gaji dan Tunjangan ASN Bulan

Penydiaan Administrasi Pelaksanaan Tugas | Jumlah Dokumen Hasil

ASN Penyediaan Administrasi Dokumen 12
Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Laporan Keunagan
Bulanan/Triwulan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi Laporan 12
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan /Semesteran
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Fasilitas Pelayanan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Kantor yang Berpungsi Dengan | Paket 164

Baik




Penyedian Komponen Instalasi

Jumlah Paket Komponen

Listrik/Peneranagan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan paket 1
Kantor yang disediakan
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
Kantor Perlengkapan Kantor yang Paket 120
Disediakan
Penyedian Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah | po) ot 30
Tangga yang Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan
Penyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan yang Paket 8
Penggandaan Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Dokumen 12
Perundang Undangan dan Peraturan Perundang
Undangan yang Disediakan
Jumlah Laporan Kunjungan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Tamu laporan 12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan
2 Laporan 12
Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
B
Program/Kegiatan/Sub.kegiatan Satuan ;55?
Indikator
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik ,
; Unit 3
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Unit 3
Mesin Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan jumlah Laporan Penyedian jasa
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | Laporan 12
Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Laporan 12
Disediakan
Penyedian Jasa Komonikasi, Sumber daya | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Air dan listrik Komonikasi, Sumber Daya Air Lapoaran 12
dan Listrik yang Dsediakan
Jumlah Laporan Penyedian Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 12

Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan




Pemiliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah i
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah P A
Daerah yang Dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Jumlah Kendaraan Peroranagan
Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Unit 10
Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
Jabatan Dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Unit 30
¥ I
Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor | Jumlah GEde“B Kantor dan Unit 1
dan Bangunan Lainnya Bangunan lainnya yang Ly
Dipelihara /Direhabilitasi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi yang diemban oleh Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Penajam Paser Utara harus selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah
sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2025-2029. Dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2025 terdapat 6

(enam) misi antara lain :

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam kerangka
inovasi dan digitalisasi pelayanan public

Misi 3 : Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang menyejahterakan,
berkeadilan dan inklusif

Misi 4 : Mewujudkan ketahanan pangan daerah

Misi 5 : Mewujudkan pembangunan sosial budaya dalam bingkai keberagaman

Misi 6 : Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul

dan berdaya saing

Dari Enam misi tersebut di atas yang sesuai dan selaras dengan tugas dan
fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah misi yang ke 3 (tiga) yaitu :
“Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan

inklusif”.



2.3

Berdasarkan analisis dan penjabaran dari misi tersebut di atas, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai
penyelenggara di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain :

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi

masyarakat.
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan di desa dan kelurahan.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, permasalahan dan hambatan dalam
penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah,
capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu — isu strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal.

Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam memberikan motivasi dan
menggerakkan partisipasi masyarakat di Desa dan Kelurahan. Menyebabkan

kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.
Belum terintegrasinya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
Belum optimalnya masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi.

Belum optimalnya pengelolaan lembaga ekonomi dan pendayagunaan dana desa

untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat desa.

Kurangnya akses dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memanfaatkan potensi
Sumber Daya Alam (SDA) melalui perkembangan teknologi

Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat
melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.

Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat.
Belum terpenuhinya secara kualitas dan kuantitas jumlah perangkat desa.

Kurang optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat

dan pemerintahan desa.
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2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten penajam Paser utara melalui kegiatan-kegiatan.

Rancangan awal dari Renja 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
adalah 5 Program, 10 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran
Rp. 7.832.869.979,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus
Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan
program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi
masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas
dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2026 yang sesuai
dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku
kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan
kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui

pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.



BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa selama tahun 2025. Sebelum merumuskan tujuan dan sasaran
terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan
tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan

di daerah.
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
Indonesia adalah negara kepulauan yang disatukan bukan sebaliknya dipisahkan
oleh lautan. Visi Indonesia emas 2045 tidak lepas dari adicita pendirinya yaitu
Negara Indonesia Berdaulat, Maju dan berkelanjutan segala upaya ,dan yang
kedudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam dan kekuatan
maritim ; perkembangan megatren global dan pencapaian pembangunan priode
sebelumnya. Sasaran utama RPJN 2025-2045 diantaranya:

1. Sasaran Visi 1 “Pendapatan per kapita setara Negara Maju”
Pendapatan perkapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar didunia sekitar
USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0% dan kontribusi PDB Industri
pengelolaan 28,0%. eklusif di 2045 pembangunan 20 tahun kedepan diharapkan
dapat mendorong Indonesia bertansformasi menuju peradaban masyarakat yang

medern dan sejahtera.

2. Sasaran Visi 2 "Kemiskinan menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang”
Tingkat Kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8%, ketimpangan pendapat antar
penduduk menurun dengan Rasio Gini 0,377 - 0,320 dan ketimpangan antar
wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KT| menjadi 28,5%.

3. Sasaran Visi 3 “Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional Meningkat”
penguatan diplomasi Internasional dan Kepemimpinan global, pengaruh budaya ,



peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap

penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia.

Sasaran Visi 4 “ Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat “ Peningkatan

kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan, pelatihan dan

pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan tekhnologi inovasi dan

kreativitas dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi
0,73.

Sasaran Visi 5 “ Intensitas Emisi GRK Menurun menuju Net Zero Emission”

Tingkat peneurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 %.

Pencapaian Visi Indonesia Emas 2025-2045 dituangkan dalam 8 (Delapan) misi
Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045, diantaranya :

A

Mewujudkan Transformasi Sosial

Meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan
menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan kohesif.

Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan melalui peningkatan iptek,
inovasi, ekonomi produktif termasuk industri manufaktur, ekonomi dan
keuangan syariah, pertanian , ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata,
ekonomi kreatif , UMKM dan koperasi, tenaga kerja, blue economy , pertanian,
pariwisata, ekonomi kreatif UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN ,
penerapan ekonomi hijau , transformasi digital, integrasi ekonomi domestik
dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
Mewujudkan Transformasi Tata Kelola

Menciptakan lingkungan kelembagaan yang dapat menghasilkan regulasi dan
tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Mendapatkan Superemasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
Menetapkan stabilitas ekonomi,politi, hukum dan keamanan nasional, serta
memperkuat ketanguhan diplomasi Indonesia tingkat global dan membangun
kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Memantapkan ketangguham individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan
yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutkan



Sumber Daya Alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan
dan guncangan.

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
Meningkatkan Pemerataan dan kualitas pembangunan melalui pengembangan
kebijakan pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda
trasformasi dan landasan trasnformasi.

7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yanag Berkualiatas dan Ramah
Lingkungan Menjadi faktor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung
pemenuhan agenda trasnformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, supremasi
hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya
dan ekologi.

8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan
Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, serta pembiayaan
pembangunan yang inovatif.

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang
tercermin dalam RPJPN 2025-2045.

Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Telaahan kebijakan provinsi yang akan dilaksanakan di kabupaten yang
mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJM
Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2030. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan
Timur yang terbaru untuk periode 2025-2030 adalah "Kaltim Maju Terus (Kaltim
yang Maju dan Berkelanjutan), Menuju Kalimantan Timur Emas 2045". Visi ini
bertujuan mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan sejahtera,
menjadikan Kaltim sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industri
komoditas unggulan, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk
menunjang kegiatan ekonomi dan sosial.

Penjabaran Visi:
Kaltim Maju:

Melibatkan pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan di berbagai

sektor untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menuju Generasi Emas Kaltim 2045:



Merujuk pada pencapaian Indonesia Emas 2045, dimana Kaltim diharapkan
menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan tersebut dengan pembangunan

SDM unggul dan teknologi.
Tujuan Utama Visi:

SDM Unggul dan Sejahtera: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan

kesejahteraan masyarakat.

Pusat Ekonomi Baru: Membangun Kaltim sebagai pusat ekonomi yang kuat dan

inklusif, dengan memanfaatkan komoditas unggulan dan industri.

Pembangunan Infrastruktur: Memperbaiki dan membangun infrastruktur yang
memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas sosial.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan artitektur kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada dokumen
Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2026 beserta
prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Penajam Paser Utara

Program/Kegiatan/Sub.kegiatan Indikator Satuan Target
2025 2026
Program Penataan Desa Persentase Desa Persentase 100
yang telah
difasilitasi 3
penataan Desanya
Penyelenggaraan Penataan Desa Jumlah Desa Baru Desa 5 23
Pembentukan, Penghapusan, Jumlah Desa yang Desa 5
Penggabungan, dan Perubahan Status | Melakukan
Desa Pembentukan,
Penghapusan, 5
Penggabungan, dan
Perubahan Status
Desa
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Unit 10
Prasarana Desa yang
terfasilitasi 10
grezzram Peningkatan Kerjasama Prosoitase Desa B 100 566
yang Melakukan
Kerjasa sama
Jumlah Fasilitasi 1
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Kerjasama Persentase 0 1
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Hasil Fasilitasi
Dokumen 5 1
Pedesaan Pembangunan
Kawasan Pedesaan
Persentase Desa
- g " yang Mampu
Program Administrasi Pemerintahan Menjalankan R 100 100
Desa )
Pemerintahan Desa
Secara Optimal
Mandiri= Mandiri=
Pembinaan dan Pengawasan Meninghkatnya Klasifikasi 25 Maju=5 | 25 Maju=5
Penyelenggaraan Administrasi Status Desa Berkemban | Berkemban
Pemerintahan Desa g=0 g=0
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Administrasi \F{’emegrigntahan Desa Administrgagsi Dokinan 20 3
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Dokumen 30 30




Hasil Fasilitasi
Pengelolaan
Keuanagan Desa

Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur
Pemerintah Desa
yang Mengikuti
Pembinaan
Peningkatan
Kapasitas

Orang

80

90

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM
Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar
Desa

Jumlah Dokumen
Hasil Pembinaan dan
Pemberdayaan BUM
Desa dan Lembaga
Kerja Sama Antar
Desa

Dokumen

30

Penyelenggaraan Pemilihan,
Pengangkatan dan pemberhentian
Kepala Desa

Jumlah Laporan Hasil
Penyelenggaraan
Pemilihan,
Pengangkatan dan
Pemberhentian
Kepala Desa

Laporan

12

=

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Jumlah Fropil Desa
Yang Tersusun

Dokumen

64

54

Fasilitasi Manajemen Pemerintah
Desa

Jumlah Dokumen
Hasil Fasilitasi
Manajemen
Pemerintah Desa

Dokumen

20

20

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Jumlah Dokumen
Hasil Fasilitasi
Pengelolaan
Keuanagan Desa
Aset Desa

Dokumen

30

30

Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Anggota BPD

Jumlah Aanggota
BPD yang Mengikuti
Pembinaan
Peningkatan
Kapasitas

Orang

90

90

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa
Serta Lomba Desa dan Kelurahan

Jumlah Dokumen
Hasil Evaluasi
Perkembangan Desa
Serta Lomba Desa
dan Kelurahan

Dokumen

Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat

Presentase
Pemberdayaan
Lembaga
Kemayarkatan Desa/
Kelurahan dan
Masyarakat Hukym
Adat Serta Kelompok
Masyarakat

Presentase

100

100




Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak
Dibidang Pemberdayaan Desa dan

Lembaga Adat Tingkat Daerah Capaian Bundes Midju=9, M3,
Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan | Berdasarkan Klasifikasi Berkemban | Berkemban
Masyarakat Hukum Adat yang Klasifikasi 8= 20, g=20,
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Tumbuh=1 | Tumbuh=1
yang Sama Dalam Daearah
Kabupaten/ Kota
Jumlah Dokumen Hasil
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat ldent'ﬂk?ﬂ t.:lan
Hukum Adat Inventarisasi Dokume 2 0
Masyarakat Hukum
Adat
Jumlah Dokumen
Hasil Penataan,
Pemberdayaan dan
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Pendayagunaan
Kelembagaan
dan Pendayagunaan Kelembagaan
Lembaga
Lembaga Kemasyarakatan Desa/ MasyovaloianiBes)
Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM Dokumen 54 54
Kelurahan
dan Karang Taruna) Lembagab Adat
Desa /Kelurahan Dan Masyarakat (RT,RW,PKK,Posyand
Mbisin Adst u LPM dan Karang
Taruna ) Lembagab
Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat
Jumiah Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan RT,RW,PKK,
LembagaKemasyarakatan Posyandu ,LPM dan
Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Karang Taruna ) _—_—"
Posyandu, LPM dan Karang Taruna Lembaga Adat Desa/ embaga 12 120
JLembaga Adat Desa Masyarkat Kelurahan dan
Hukum Adat Masyarakat Hukum
Adat yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya
Jumlah Saranadan
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasaran
Prasaran Kelembagaan lembaga Kelembagaan
Masyarakatan Desa/Kelurahan lembaga
(RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Masyarakatan Unit 10 10
Karang Taruna lembaga Adat Desa/ Desa/Kelurahan
Kelurahan dan Masyarakat Hukum (RT,RW, PKK,

Adat

Posyandu, LPM dan
Karang Taruna




lembaga Adat Desa/
Kelurahan dan
Masyarakat Hukum
Adat

Fasilitasi Pengembagan Usaha
Ekonomi Masyarakat dan dan
Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Fasilitasi
Pengembangan
Usaha Ekonomi
Masrakat dan
Pemerintah Desa
Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli
Desa

Dokumen

Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Pemerintah
Desa Dalam
Pemanfaatan
Teknologi Tepat
Guna

Laporan

30

30

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat

Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Bulan
Bhakti Gotong
Royong Masyarakat

Laporan

54

54

Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam
Penyelanggaran Pemberdayaan
masyarakat dan Kesejahteraan
Keluarga

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Tim Penggerak
PKK Dalam
Penyelenggaraan
Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan

Keluarga

Dokumen

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan
sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang
sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mencapai sasaran tertentu. Dengan
adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-
menjawab tantangan pembangunan, serta

permasalahan yang dihadapi,

memaksimalkan peluang yang ada.



Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Penajam Paser Utara yang direncanakan untuk Periode tahun 2026 beserta
prognosisnya dapat dilihat pada lampiran II1.1.



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Penajam Paser Utara Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026-2030. Dalam dokumen ini
memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun,
dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser
Utara disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2026, sehinggga
dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dalam hal perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat
berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah
berupa:

1. Bagian alur tahapan penyusunan rencana kerja satuan perangkat daerah.
Persiapan penyusunan Renja SKPD

Penyusunan rancangan Renja SKPD

Pelaksanaan format SKPD

Penetapan Kerja SKPD

S

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pendanaan perangkat daerah termasuk Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser utara mempunyai
hak dan kewajiban yang sama untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya
sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
termasuk dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan di
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang mengacu pada Pendapatan

Daerah yaitu :



Pendapatan asli daerah yang bersumber pada :

a. Hasil pajak daerah

b. Hasil retribusi daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Perimbangan yang bersumber pada :

a. Dana hasil pajak/bukan pajak

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang bersumber pada :
a. Pendapatan Hibah

b. Dana Darurat
c. Dana bagi pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
d. Dana penyesuaian dan otonomi khususdan bantuan keuangan dari provinsi

atau pemerintah daeranh.



BABV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Penajam Paser Utara tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun
berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun
2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2026.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang harus
diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penyusunan Renja diharapkan mampu
mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di
intern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun di lingkup daerah.

Akhimya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 semoga dapat
bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang akan
sekaligus mencapai visi dan misi Kepala Daerah periode 2025-2029 vyaitu: =
Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera,
dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara”.

Penajam, 10 September 2025

Tita Deritayati, S.Sos.MM
NIP. 19690404 198903 2 009



RENCANA KERJA ORGANISAS| PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026

TARGET | o \iisasi | prAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRARIARN WARI RERGANA TAHUN
URUSAN | BIDANG URUSAN / AKHIR 2027
No | kooE PROGRAM | OUTCOME | INDIKATOR PROGRAM! | peyope | CAPAIAN SAUAINN KELOMPOK = PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN (SUB KEGIATAN | "ECIATAN/SUBKEGIATAN | poygrp, | RENJAOPD | TARGETRENJA SUMBER PRIORITAS SASARAN ; PENANGGUNG JAWAB
T oPD TAHUN 2024 | OPD TAHUN 2028 | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASE DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 [} ] 7 [ ] 10 " 12 [} i 15 18 7
N P T832.869.979,00 8.888,104.613,00
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
| | DENGAN PELAYANAN DASAR
243 URUSAN PEMERINTAHAN 7.832.869.979,00 6.261.350.607,79
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1, [21301 PROGRAM PENUNJANG Nilai AKIP Perangkat Dearah [ 35,96 B (60) 60 Prodikat 5.547.084.183,08 [3 6.261.350.607,79
URUSAN PEMERINTAHAN KM Perangkat Daerah 80 80 Nilai
DAERAH KABUPATEN/IKOTA
I 12‘.13.@12_01 Pe P dan fanitas 100 3,64 100 100% 157.887.000,00 4 Memban gun 15 193.271613,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Evaluasi Kinerja Porangkat Dasrah |dokumen perencanasn Infrairukiur Konekdivita MASYARAKAT OAN DESA
L]
Peningkata n
Kamandir jan Ekonomi
Masyarakat Melalui
Sekior Stralagis.
2.13.01.2.01. IPm'iymun.ln Dokumen Perencanaan Perangkat Dasran
1
Jumiah Dokumen Perencanaan 5 229 2 3 Dokumen 77.667.000,00[Kab. Penajam | DANA BAGI 4. Mamban gun 5 65671613,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Purungkat Dearsh Pasor Utara,  |HASIL (DBH) Infratrukdur Konekdivita MASYARAKAT DAN DESA
Semua s
| Kecamatan, Paningkata n
Semua KeVDesa Kamandir ian Ekonomi
Masyarakal Melalui
Sektor Strategis
2.13.01.2.01. | Evaluasi Kinerja Perangkal Dasran
[Jumiah Laporan Evaasi Kinera 10 1,35 10 10 Laporan 50.200.000,00[Kab. Penajam | DANA BAGI 4 Mamban 10 127.600.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Porangkat Dasrsh Paser Utara,  |HASIL (DBH) Intratruktur Koneicivits MASYARAKAT DAN DESA
Samua s
Kecamatan, Pangata n
Semua KalDesal Kemandir ian Ekonomi
Masyarakat Melalui
B Saklor Strategis
21301202 i gan Porangkal | P 100 15,21 100 100 % 4.022.294 847,00 4. Memban 51 4.453.788,172,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Daarah adkministrasi keuangan perangkat Infratruktur Koneidivita MASYARAKAT DAN DESA
daerah s
Fm n
Kemandr ian Ekanomi
Masyarakat Melalui
Sekior Strategis




Uy uep 5H9;3 |
Bued ur yruuswey
and unuekerad
| seuLsuRn |
Burynpusw|
Amun jpaeumye
uep
Buek yesem yRean jebumiad
V830 NV LYAVHVASYN URUmILLS Wwed moy) i LT USRS et ys.seQ)
NYYAYOUIBWI SYNIC| 0F' /20 9.0 68 &¥l e um eyluey “m‘w‘m 68 % 004 001 IL'GE 001 #uniebbusasia) esepuaziag nbueiag Wi SeASIULPY | 902 10T Z|
sibsjeng sopes
e iepeeisep | QS|
HUOUYT U JpurLey | eseqe) Enwes B RS SUBSA BB ARG |
v meybuved ‘umewiaey unbusnay vasode] veunsniuay|
€ ENWeS URode] UBp QoS!
¥S30 NYQ LVAVHYASYIN ERARNOUTY SnpyrieLu) | (HBO) TSYH| "esEn soveg umumnmy ) peueng |
NYYAYOHIBW3d SYNIO| 00'000°000 5¢ (4 unf uegquep v JOVE ¥NVD| weleusg mim‘m‘m‘n uwodey 2} ol ZE'l Tl ueBusney uwsode] yewny|
adis IL jusuwing ues uesodey d Uep |sBuIpIo0) | ‘Z0°2 LO'CL 2|
sifajeas opeg
njejal
ILOUONT UB| IPUBLEY esaqaey enieg
v ‘umRLTey
L Enwes | NSV
¥S30 NVO LYXYEVASYI EYARYBUSY Inpjnseiu| (HBQ) WSYH ‘wn sotey $890] URRUEEYB]B IFURSIURIDY
NY¥AVD d SYNIO| 00'000°028 EEL (4 vequey ‘y IOVE ¥NvO| weleueg qe|00'000°026 SE1 uewmg Zi 1 68T 44 veeipadusg PseH UawINOQ YL,
Nav sefiny 4 Ipahvad| 202 L0EL'?
siBoIRAS OpeS
Inje|ew jexesekseyy
OO Ley apUELeY, | Eso(jy BNWeS
u eebuey “uEpRLEDey
® (nva) wniwn nweg
¥S30 NYO LVIVHYASYW SUARBUON IDPATLRI| ISHOTY|  ‘mEn seseg) uepna/Bueg NSV vefusfuny vep
NYYAVOUIENSd SYNIO| 00'Z2L B¥E »EL ¥ L unb uequep v VNYO| welrued Qe |00'2v8 bIG ¥LB'E iz 114 I LT Vo) swpeueyy Bund Burig yepuny
NSY usbueiuny uep fep ueeipeduag| ‘m'z‘uurzl




mand urueAeied
1 swuLgsUen
Bumynpuawy
A eqejunYe 09 Enuweg
Busk yesorp enwes|
¥S30 NYQ LYNYHYASYIN ueywuLe waed eorey) (HBQ) uSYH ey Jesed ueywpesig Busd ueepusttueg|
NYYAVON3IBWSd SYNIO| 00008 ¥28'¥Z e ue) exbuiued 7l 'OvEYNvO| weleusg omi|00'000 895 ZZ uup seyee0 Burseg jexed yepuny|
usepusBbuag um uryeies Bueseg ueeipedued | ‘002 10 ELZ)
LATERE U]
Bued ue umuvewey
ijand ueuedeied
Bunynpusw
amun (BQEIUNYE ese0Ae) Bnues
D |Eutss;0ud) urRLRay
Buek yiowp wnweg
YS30 N¥Q LWIVHYASYN | ueywuLe wed ey (H8a) ISYH ‘e smseg usyepen BusA ebus)
NYVAVOEIBW3d SYNIO| 0¥ L0 L08 i un exluueg ol ___1SvevNvO| weieusd ‘aen|00'yEr 900 ® RUNY UBIBN JaNRY YByunT )
08ue, yrwuny UeiejeIe ) UeeipskUed | ‘907 10ELZ)
S ELLCT L UE]
Bued us yeuuswe |
iand veuedersd
| SBULSjsunn |
Buminpuaiw
UM [BQELNYE BEOC1NN ENWRS)
uep [euoisejaid “UmRLEaY
Busk yesowp| LTS ueyepIsId |
V530 NYA LYNYHYASYN uryTULS Wad ejojay| (HBQ) UsVYH|  "wmin sesey Bued sopsey vedeybusyag |
NYYAYONZBWId SYNIC| 00'0vL 01666 e un efuneg 2| __1ovE wNva| weleusd ‘ami|00'00r ize 06 UBP URBRIS JaNRS Lmpung
Jojuey, vedeybusiag vep umereie  UeRpiLed | ‘902 10TI T
uBiEy3 UBp Je)3)
Bued ue yruUBWS
Wngnd veuwdead
| sBuLojsURY
Buminpuaw
N PqEumE Esa0ey enwes
uep (BuoisSj0Id umRURYy
Bue yesoup) g unyeipasiq Sued xpuey
YEI0 NYO LYAVHYASYIN veyeuLe wad ey (Hea) usvH| ‘e Jasey LRUNBUE URBURIAAUIT
NYYAYONIEW SYNIC| 00'000'000GH e uE mibuuag L Jd Ovawnva] umleuad onifoo'zel 0609 [8812)8U) URUOTWON JaXR YBKUNT
Jojuey ueunBueg uebuessuedpunsr 000




2.13.01.2.06. |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jummiah Dekumen Bahan Bacasn
dan Paraturan Panindang-
Undsngan yang Disediakan

0,86

12 Dokuman

"~ 3.060.000,00[Kab. Penajam
Pasor Ulara,
Semua

Semua _nu__.n.um-

DANA BAGI

HASIL (DBH)

7. Peningka fan tata |-

kelola pemn erintahan
|dasrah yang
profasional dan
akuntabel untuk
mendukung
transformas i
pelayanan publik
Pemerintah an yang
Efokiif dan Efisien

3.356.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.06.
{0008

Fasiitasi Kunjungan Tamu

o o
Kunjungan Tamu

12 Laporan

34.334,800,00|Kab. Penajam
Paser Utara,
Semua
Keeamatan,
'Semua KelDesa

DANA BAGI
HASIL (DBH)

kelota pern erinishan
daerah yang
profesional dan
akuntabel untuk
mendukung
transformas |
pelayanan publik
Pemerintah an yang
Efekiif dan Efisien

7. Peningka tan tata |-

37.788.060,00

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.06, |P1 Rapat

i SKPD

Jumiah Laporan Penyslenggeaan
Rapat Koordinasi dan Konsulfasi
SKPD

10,5

12

12 Laporan

221.947.570,00|Kab. Panajam
Pasor Utara,
'Semua

Semua KelDesa

DANA BAG!

HASIL (DBH) |

7. Peningka tan tata |-

kelola pam erintahan
dasrah yang
profasional dan
akuntabel untuk
mendukung
ransformas |
palayanan publik
Pemeriniah an yang
Efakiif dan Efisian

200.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

2.1301.2,07

Penpadaan Barang Milik Caerah

Persentase terfaksananya

jang Urusan f
Dasrah

berang milik desrah

493

100 %

$86.720,00

kelola pam erintahan

|profasional dan

akuntabel untuk

Pamarintah an yang
Efekiif dan Efisian

7. Peningka tan tata |-

100

1.086.382,00

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.07.

| looos

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumiah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediaken

10

493

5 Unit

806.720,00|Kab. Penajam
Paser Utara,

DANA BAGI

HASIL (DBH) |

kalola pam erintahan
daerah yang
profesional dan
|akuniabal untuk

7. Poningka tan tala |-

1.086.382,00

2.13.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Dasrah

Persantase lersecianya jasa
penunjang urusan
dasrah

100

14,59

100 %

mnb.uun_us.oa#

Efekdif dan Efisien

963.670.558,00

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA




2.13.01.2.08.

Penyediaan Jasa Sural Mery. rat

Jumlah Laporan Penyediaan -aza
Surst Menyura!

o)

0,98

12 Laporan

.154.800,00|Kab._Penajam
Paser Utara,

Semua
Kecumatan,
Semua KelDasa

GANABAGI
HASIL (D8H)

40.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2,08,

Panyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listnk

2.13.01.2.08, L-rmdnm Jasa Pelayanan L mum

Jumieh Laporen Penyediaan sesa
Komunikasi, Sumbar Daya Air den
LUstrik yang Disediakan

2,23

12 Laporan

112.427.780,00| Kab. Penajam
Paser Utara,
Semua

Semua KeVDesa|

HASIL (DBH)

123.670,658,00

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

{0004

Kantor

Jurmiah Laporan Penysdiaan Jesa

30

11,38

12 Laporan

898.750.000,00|Kab. Penajam
Paser Utara,
Semua

DANA BAG!
HASIL (DBH)

800.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Penunjang Urusan P
Dasrah

21301209 |Pemelharaan Barang Millk Diarah |Porsontass feraksananya

barang milik davrah

6,75

100

100 %

160.158.841,08

218.067.795,39

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.00.

Dinas atau

Dinas Jabatan

2,36

10

10 Unit

148.480.723,08| Kab. Penajam
Paser Utara,
Semua
Kecamatan,
Semua KelDeta

HASIL (DBH)

Efektif dan Efisien

183.328.795,39

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
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